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ABSTRAK

Sistem keuangan publik di Indonesia sampai saat ini masih diwarnai oleh ketimpangan
hubungan antara Pusat dengan Daerah. Sebagion besar sumber-sumber keuangan yang
potensial beradae dalam kewenangan Pusal, sementara pada umumnya Daerah hanya
menguasai sumber-sumber penerimaan sendiri yang kurang memadai relatif
dibandingkan .besar pengeluarannya. Konsekuensinya adalah Daerah menjadi amat
bergantung kepada transfer dari Pusat.

Ketergantungan tersebut terasa ironis ketika negeri inf melakukan penataan ulang sistem
penyelenggaraan pemerintahannya, dari sistem yang fersentralisasi menjadi sistem
dengan ofonomi daerah yang luas. Sejak implementasi pelaksanaan etonomi daerah pada
tehun 2001, Daerah (terutama: Kabupaten/Kota} memiliki kewenangan politik dan
adpiinistratif yang jauh lebih luas dibandingkan era sebelumnya. Namun, secara
keuangan, tingkat ketergantungannya secara umum menjadi lebih besar.

Upaya penguatan sumber penerimaan daerah sendiri yang telah dicoba seiama ini lebih
terfokus kepada identifikasi sumber-sumber penerimaan (pajak-pajak} daeral yang baru,
dan kurang menyentuh sumber-sumber yang potensial (pajak Pusait). Keptungkinan
pengalihan pajak Pusat menjadi pajok Daerah (seperti misalnya PBB), atau bagi hasil
dari pajak-pajak Pusas yang potensial (selain PPh orang pribadi), masih dianggap terlalu
Jauh.

Akibatnya, upaya tersebur kurang berhasil karena hanya berkutat pada wilayah yang
memang sudall sempit atau kurang potensinya. Maleh yang terjadi banyak deerah
berupaya keras mencari sumber-sumber pajak (punguien} baru lanpa memikirkan

dampaknya kepada ekonomi biaya finggi, seria efelmya yang distortif terhadap
perekonomian.

Makalah ini membahas alternatif yang saat ini mungkin masih kontroversial, yakni: bagi
hasil PPN kepada Daerah. Ditunjukkan di sini bahwa dengan mendapat bagian dari PPN,
Daerah  akan terpacu univk membantu menciptakan iklim  yang kondusif bagi
pertumbuhan ekonomi. Ditunjukkan pula, bahwa sangat terbuka kemungkinan baik Pusat
maupun Daerah akan memperoleh manfaat dari penerapan sistem bagi hasil ini.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Desentralisasi Fiskal, PPN, PAD, Dana Pcrimbangan, PPDS,

Klasifikasi JEL: H21, H71, H72, H73
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I. PENDAHULUAN

Makalah ini bermaksud membahas sistem keuangen Negara dan Daerah di Indonesia dan
mencari cara untuk mobilisasi sumber dena yang memadai bagi Daerah tanpa mengganggu
kepentingan makro fiskal Pemerintah Pusat. Prinsip dasar yang dianut adalah bahwa
pertumbuhan ekonomi {yang tinggi) akan membuka peluang sefuasnya bagi Daerah untuk
dapat meningkatkan penerimaannya. Dengan demikian Daerah diharapkan akan lebih
memerhatikan (dan bekerja keras untuk) pertumbuhan ekonomi daerahnya, tidak scperti
kecenderungan dewasa ini yang sangat mengendalkan bantuan transfer dari Pemerintah.

Sislem hubungan keuangan Pemerintah dan Daerah di Indonesia saat ini memang masih
jauh dari harapan di atas. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Dua di antaranya
yang sangat berkaitan disoroli di sini. Pertama, seperti tersebut di atas, Pemerintah

Daerah, teruiama Kabupaten/Kota, sangat bergantung pada aliran dana dari Pemerinteh
Pusat.

Kedua, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dianlaranya berasal dari pajak hotel dan
pajak restoran, perannya terhadap keseluruhan anggaran Daerah relatif tidak signifikan.
Apalsgi pada pemerintah Kabupaten/Kota. Yang menjadi persoalan edaleh pajek-pajak ini
diberlakuken sebagai fradeoff Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana mercke yang
sudah dipungut eken dikecualikan deri PPN. Padahal PPN merupakan salah satu sumber
penerimaan terpenting di Indonesia, den sudsh dikenal secara global sebagai pajak yang
efisien bila dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat. Kondisi ini menyebabkan
hilangnya pelueng Pusat untuk mengumpulkan pendapalan dari sumber-sumber tersebut.
Sehingga pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah pendapatan yang diperoleh
Daerah dari pajak hotel dan restoran bisa menyamai pendapatan yang dapat dikumpulken
secara efisien oleh Pusat seandainya obyek-obyek tersebut dipungut PPN?

Selama ini upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pendepatan Daerah lebih fokus
kepada menambah jenis-jenis pajek yang boleh dipungut. Persoalannya adzlah berbagai
jenis pajak yang potensial sudah menjadi pajak Pusat. Sehingga penambahan jenis pajak
Daerah uniuk peningkatan kapasites fiskal Pemerintah Daerah tersebut malah bisa
mendistorsi keuangen negara dan perekonomian secara keseluruhan., Oleh karena itu,
pemikiran yang cermat mesti dilakukan untuk mencari jenis-jenis pajak yang depat
diterapkan untuk memperkuat kapasilas fiskal Daerah. Makalah ini tidak akan membahas

hal itu, tetapi menyoroti pentingnya sinkronisasi perpajeken Pemerintah Pusat dengan
Daerah.

Allemnatif yang diajukan uniuk memperkuat pencrimaan Daerah di sini edaleh bagi hasil
entara Pusat dan Daersh etas PPN. Sebagei pajak Pusat, penerimaan PPN sepenuhnya
digunakan oleh Pusat setelah beberapa bagian dari potensinya tergerus oleh pajak-pajak
Daerah tersebut di atas. Pemikiran yang mendasari usulan di simi adalah bahwa sermua
potensi PPN tidak boleh didistorsi, sehingga pajak-pajak seperli pajak hotel, pajak
restoran, dan pajak penerangan jalan dihapus. Harapannya, peningkalan penerimaan PPN

akan lebih besar dibandingkan hilangnya penerimaan Daerah akibat penghapusan pajak-
pajak iersebut.

Makalah ini mencoba menunjukken bahwa peningkatan penerimaan Daerah dari bagi hasil
tidak sekadar menutupi merosotnya PAD. Perubahan yang akan terjadi bukanlah sekadar
zerg-sum game antara Pusat dengan Daerah. Akan ditunjukkan bahwa manfaat yang lebih
beser bisa diperoleh baik oleh Pusat maupun Daerah, karena berlangsungnya administrasi
perpajakan yang lebih baik dan efisien. Lebih lanjut, pertumbuhan ckonomi yang tinggi
karena upaya oleh Pusat den Daerah akan lebih meningkatkan penerimaen PPN, sehingga
man(aat yang akan diperoleh baik oleh Pusat dan Daerah pun menjedi lebih besar,
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Bagian berikut ini menjelaskan kondisi fiskal Pemerinteh Daerah di Indenesia, baik
Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Sesudeh itu dilakuken pembahasan mengenai upaya
yang teleh dilakukan selama ini untuk memperkuat kapasitas fiskel Daerah. Pada intinya
yang diceba ditunjukkan dalam bagian ini adalah kesulitan delam mengidentifikasi pajak-
pajak baru yang potensial untuk memperkuat PAD. Selanjutnya adalah bagian
pembahasan simulasi dan hasil analisisnya dari usulan di atas. Bagian terakhir merupakan
kesimpulan yang merupakan intisari makalah ini.

11. KONDISI FISKAL PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Sistem sentralisasi yang berlangsung cukup lama di Indonesia, telah memuncullkan
beberapa isu serius pada sistemn pengelolaan keuangan dacrah. Sistem keuangan yang baik
seharusnya efisien, akuntabel, dan stabil dengan sumber penerimaan yang memadai.
Dalam periode 1990zn, PAD Provinsi secara umum berkontribusi kurang dari 35% dari
total engparan Provinsi. Untuk Kabupaten/Kola, rasio PAD terhadep total anggaran jauh
lebih kecil, bahkan cenderung tidak signifikan, yakni hanya sekiter 625 sampai 8%.
Pelaksanaan desentrelisasi sejak 2001 memberikan harapan pada peningkatlan perbaikan
penerimaan daerah dan juga implementasi administrasi dan manajemen politik regional
yang efektif.

Bagian ini menjelaskan kondisi dari penerimaan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan
menunjukkan hubungannya dengan anggaran nasional. Tabel 1 memperlihatkan realisasi
dari masing-masing enggaran Pemerinteh Pusat dan Pemcrinteh Daerah, den
penggabungan antara keduanya (anggaran konsolidasi) untuk Tahun Anggaran (TA) 2003,
Jumlah pengeluaran Pemeriniah Pusat untuk tahun 2003 adalah sebesar Rp 378,8 triliun
atau 18,5% deri Produk Domestik Brota (PDB), dan jumlah pengeluaran Pemerintah
Daerah adalah Rp 153,26 triliun (7,5 % dari PDB). Penerimean pajak (gabungan
Pemcrintahen Pusat dan Pemerintah Daerah) adalah sekitar 12,9% dari PDB. Persentase
ini jauh lebih kecil jika dibanding negara-negara yang sudah maju seperti Jepang (22.8%),
Amerika Serikat (26.7%), Jerman (29.8%), dan Inggris (38.2%) pada tahun 1998.

Dari anggaran konsolidasi antara Pusat dan Daersh dapat dilihat bahwa besarnya
penerimaan pajak daerah terhadap total penerimaan daerah hanya sekitar 6,9%. Porsi
penerimaan ini tentu tidak signifiken, sehingga perlu ditopang oleh transfer dari Pusat
dalam bentuk Bagi Hasil (BH) yang mencapai 19% dan Dana Alokasi umum (DAU) yang
rencapai 55% dard keseluruhan penerimaan daerah.

Secara keseluruhen, hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi
sejak 1 Januari 2001 tidak merubah struktur Pemerintaly Daerah sccara signifikan. Artinya
besamya kelergantungan keuangan Daerah terhadep Pusal terus berlangsung, bahkan
semakin dalam.

[ PERPUSTAKAAN PUSAT
| UNIVERSITAS TNDONESIA
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Tabel 1. Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerinteh Daereh Tahun 2003

PEMERINTAH FUSAT
Pencrimaan {Rp.Triliun}) Pengeluaran (Rp. Trilim)

Pajak 241.60 Pemerintah Pusat 258.10
Bukan Pajak 99.10 Rutin {190.30)
Hibah 0.50 Pembangunan {67.70)

Unluk Daerah 120.70
Dana Perimbangan (111.50)
Dana Bagi Hasil (DBH) (3L.80)
Dana Alokasi Umum (DALD (76.80)
Dana Alokasi Khusus (DAK) {2.70}
Dana Glonomi Khusus dan (9.30)
Penyeimbang :
Tolal 341.20 Total 378.80
Defisit 37.60
Pembiayaan
- Domestil 2245
(Perbankan} 0
(Non Perbankan) (22.45)

- Luar Negeri (Pinjaman Bruto) 2925 Pembayaran Cicilan Pokak Utang 14.10
Total Pembiayaan 51.70 Total Pembiayaan 51,70
PEMERINTAH DAERAH (Prop!nsi, Kabupaten, dau Kola)

PAD 2248 Pengetuaran Daerah 153.26
- Pegawai {59.24)

Untuk Dacmah 120.70 - Bukan Pegawai (40.03)

Dana Perimbangan (111.50) - Pembangunan/Invesiasi (53.99)

Dana Bagi Hasil (DBH) (31.80)

Dana Alokasi Umum (DAU) (76.90)

Dana Alokasi Khusus (DAK) {2.70)

Dana Otsus dan Penyeimbang (9.30)

Pinjaman 0.35

Lain-lain Penerimasn yang Ssh 11,93

Tatal 155.46 Tatal 153.26

Surplus 2.20

Total Pembiayaan

ANGGARAN KONSOLIDASI

Pajek 264.08 Pengeluaran Pemerintah Pusat 258.10

- Pusat (241.60)

- Daerah {22.48) Pengeluaran Pemnerintah Daerah 153.26
Lainnya (Bukan Pajak, dl1)

- Pusa1 99.60
- Dacrah (Pinjaman dan LLPS) 1228
Total 375.86 Tale) 411.36
Delisit 15.40
Pembiayaan
- Domestik 2245
- Luar Negeri (Pinjaman Brute) 29.25 Pembayaran Cicilan Pokok Utang 14.10
Surplus Daerah 220 Akuisisi Aset 2.20
Total Pembiayasn 51.70 Tatsl Pembiayaan 51.70

Sumber: Departemen Keuangan, 2004



Bagi Hasil Pajek Perlambahan Nilai: 51
Sebuah Allernatif Penguatan Keuangan Deerah di Era Desentralisasi

Selenjutnya aken dijelasken kondisi fiskal Daerah dari sumber-sumber pencrimaan
Pemerintah Dzerah dengen memisahkan entara anggaran Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2. Struktur Penerimaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2003

Struldur Penerlmaan Provinsl Kabupaten/Kotz
Pendapatan Asli Dacrh (PAD} 36.4% 6.9%
Bagi Hasil Pajak (BHP) 13.6% 5.0%

- Pajak Bumni dan Bangunan
- Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Pajak Penghasilan

Bagi Hasil Bukan Pajak {BHBP) (Sumber Daya Alam) 75% 8.3%

Dana Alokasi Umum {DAU) 204% 61.2%
Penerimaan Total (%) 100.0% 100.0%
Penerimaan Total (Rp. Triliun} g 42.50 112.56
Penerimann Masing-Masing terhadap Total Penerimaan Dacrah 27.6% 72.4%

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis dari Data Departemen Keuangan, 2004

Tabel 2 menunjukkan struktur dan komposisi pencrimaen Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesie untuk tshun 2003. Nilai penerimasan lotal
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 112,5 triliun atau sekitar 72% dan
keseluruhan pencrimaan daerah. Penerimaan {otal Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut
adalah lebih dari dua setengah kali lipat besarnya penerimaan total Pemerintah Provinsi.

Komposisi penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai beberapa karakteristik,
dianteranya:

»  Pertama, sebagaimana telah .disinggung di  bagien pendahuluan, porsi
penerimaan pajak dan retribusi (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota sangat kecil.
Persentese PAD> Pemerintah Provinsi terhadap penerimaan total Provinsi adalah
sekitar 36,4%, sedangkan persentase PAD Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap
penerimaan total Kebupaten/Kota hanya sebesar 6,9%.

¢  Kedua, Pemerintah Provinsi den Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh
pencrimaan dari Bagi Hasil Pajek (BHP) dan Bukan Pajak (BHBP). Penerimaan
BHBP menyebabkan pembagian penerimaen untuk kedua pemerintahan tersebut
besar, dimana persentasenya terhadap penerimasn total adalah sebesar 7,9%
untuk Pemerintah Provinsi dan 8,3% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
Diantara sumber penerimaan dari BHP, bagi hasil dari pejak penghasilan
perseorangan (PPh) merupakan yang terbesar untuk Pemerintah Provinsi dan
bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan yang terbesar untuk
Pemerintah Kabupaten/Kola.

s  Ketiga, keterganiungen pada aliran DAU dalam penerimaan total Pemeriniah
Kabupaten/Kola jauh lebih besar dibandingkan Pemcrintah Provinsi. Porsi DAU
tahun 2003 delam penerimaan iotal Pemerinteh Kabupaten/Kota adalah sebesar

61,2%, sedangkan DAU mencekup 20,4% dar keseluruhan penerimaan
Pemerinteh Provinsi.



52

Robert A. Simmznjuntak

Tabel 3. Komposisi Penerimaan Pajak Daerah Sendiri (PPDS) Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota Tahun 2003
Komposial Penerimaan Provinsl Kabupaten/Kota

Pajak Daerah 6121% 1621%
- Pajak yang Berhubungan dg Kendaraan Bermotor 45.10%

- Pajak Hotel dan Restoran 4.10%
- Pajak Pencrangan Jalan 8.18%
- Pajak Galian Golongan C 1.18%
- Pajak Pengambilan dan Pewanfaatan Air 0.07%

= Pajak Hiburan 0.44%
- Pajak Reklame 0.73%
- Pajak lain, Tunggakan, Denda Pajok, dan tain-lain 16.11% 1.51%
Retribus! Dacrah 1.90% 1536%
Hagl Hasll Pajak 2724% 56.59%
- Pajak Bumi dan Bangunan 3.75% I5.99%
- Bea Perolehan Hak ptas Tanah dan Bangunan 3.99% 9.03%

- Pajak Penghasilan 1450% 11.57%
Lainnya 7.65% 11.84%
TOTAL 100.00% 100.00%

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis dari Data Depariemen Keuangan, 2004

Amnalisa

sclanjutnys adaleh untuk memahami kemampuan Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam memobilisasi penerimaan, dalam bentuk yang pada tulisan ini
disebut penerimaan pajak daerah sendiri (PPDS). PPDS terdiri dari pajak daerah, retribusi
daerah, dan penerimaan dari bagi hasil pajak (BHP). Tabel 3 menunjukkan komposisi
PPDS dalam Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kote.

Pertama, seperti yang dapat dilihat delam Tabel 2 sebelumnya, persentase pajak
daerah  Pemerintah  Provinsi  lebih  besar dibandingkan  Pernerintah
Kabupaten/Kota. Untuk Pemerintah Provinsi sebesar 61,21%, sedangkan uniuk
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebesar 16,21%. Sumber penerimaan pajak
yang utama bagi Pemerintah Provinsi adalah pajak yeng berhubungan dengan
kendaraan bermotor yakni: pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama
kendaraan bermotor (BBNKB).! Sumber penerimasn pajak utama bapi
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajek hotel dan restoran dan pajak
penerangan jalan. Penerimaen deri kedue pajek tersebut tebih dar 12% dari total
penerimaan pajak Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kedua, terdapat perbedaan yang sangat kontras dalam persentase retribusi daerah
terhadep total PPDS entara Pemerintah :Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Persentase untuk Pemerintah Provinsi adalah 3,90%, sedangkan
untuk Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebesar 15,36%.

Ketiga, dalam penerimaan Pemerinieh Provinsi, persentase pajak penghasilan
(PPh) terhadap PPDS (14,5%) merupakan yang tertinggi diantara penerimaan-
penerimaan bagi hasil pajak (BHP) lainnya. Sedangken dalam penerimaan
Pemerintah Kabupaten/Kota, persentase bagi hesil pajek bumi dan bangunan

' Untuk DKI Jakarta, pajak-pajak Kabupaten/Kota juga dipungut olch Pernda Provinsi.
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(PBB) terhadap (erhadap PPDS total (35,99%), merupaken yang tertinggi
diantara penerimaan-penerimaen bagi hesil pajak (BHP) lainnya.

»  Keempat, besamya penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota dari bagi hesil pajak
(BHP) sebagai persentase dari toal PPDS adalah sebesar 56,59%. Nilai ini jauh
lebih besar dari penerimaan pajek deerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahkan
jika yang dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan pajak Ksbupaten/Kota
henyalah bagian Kabupaten/Kota dari PBB, maka bagi hasil PBB ini lebih dari
due kali lipatnya.

‘Tabel 4. Komposisi Fiskal Pemerintah Kabuopaten/Kola Tahun 2003 (Sebagai Persentase terhadap
Penerimaan Total Setiap Kelompok*)

Kelompok Pendapatan (%)

Komposlsl Fiskal
K1 K2 K3 K4 K5 K& K7 K8 K9 K10

Pajak Dacrah 4.4 4.8 26 2.5 23 18 L9 3 L2 10
- Pajak Hotct dan Restoran 16 1.5 06 04 66 03 02 02 00 0l
- Pajak Penerangan Jalan 1.8 25 1.2 1.6 1.3 1.0 12 08 08 05
Retribusi Daerah 23 3.6 29 2.6 23 24 25 27 2.4 1.7
Bagi Hasll Pajak 128 140 B.5 10.2 7.6 6.8 7.1 6.0 57 55
Bag! Hasll Bukan Pajak (SDA) 29.0 9.5 37 3.7 4.7 1.5 2.5 1.4 1.6 1.5
Dana Alokasl Umnum 302 495 690 655 682 T4 704 727 1B 754

*) Kelompok desil dibuat berdasarkan tingket pendapatan per kapita (PDRB (Harga Berlaku) per

Penduduk) tabun 2003

Sumber: Hasil Perhilungan Penulis dari Data Departemsn Keuangan, 2004

Kerageman penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilihat lebih jauh dengan
mengelompokkan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat pendepatan dan
berdasarkan wilayah, Pada langkah awal dilakukan analisis desil yang didasarkan pada
tingkat pendapatan per kepita (PDRB (Harga Berlaku) per Penduduk), dan mempelajari
keragaman penerimaan di entara kelompok pendapatan yang berbeda, Klasifikasi
Kabupalen/Kota dibuat ke dalam sepuluh kelompok {masing-masing kelompok memiliki
32 alau 33 Kabupaten/Kola) menurut tingkat pendapatan per-kepita dengan desil patama
(K1} menjaedi kelompok pendapatan yang terlinggi, desil kedua (K2) merupakan kelompok
tertinggi kedua, dan seterusnya sampai pada desil kesepuluh (K10) yang merupakan
kelompok pendapatan terendah.

Kermnudian komposisi penenmaan untuk setiap kelompok dari sepuluh kelompok dihitung.
Untuk melihat keragaman penerimaan daerah diantara kelompok yang berbeda, dilakukan
dengan membandingkan persentsse empat komponen penerimaan dalam PPDS, vaitu
pajak daerah, retribusi dacrah, bagi hasil pajak (BHP), dan bagi hasil bukan pajek (sumber
daya alam (BHSDA)) terhadap total PPDS masing-masing kelompok. Keempat komponen
tersebut juga dibandingkan dengan porsi DAU terhadap total PPDS di masing-masing
kelompok. Pajak deerah yang dilihat di sini hanya beberapa yang paling signifikan yakni:

Paj jak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Hasil pengelompokan pendapatan
ini terlihat dalam Tabel 4.

¢ Pertama, meski jumlahnya dalam PPDS relatif kecil, dapat dilihat bahwa
kelompok Pemeriniah Kabupaten/Kota yang berpendapatan tinggi cenderung
memiliki penerimaan dari pajak daerah dengan porsi yang Iebih besar. Pada
kelompok pendapatan tertinggi, sebesar 4.4% dari PPDS nya berasal der pajak
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daerah. Sementara untuk kelompok pendapaten terendah, pajak daerah henya
berkontribusi sekitar 1% dari total PPDS.

e Kedua, penerimaan pajek hotel den pajak restoran umumnya cenderung lebih
tinggi pada kelompok berpendapatan tinggi. Sedangken disparitas diantara
kelompok tidak begitu besar menyangkut perolehan pajak penerangan jalan.

¢ Ketiga, tidak adn perbedaan yang mencolok dalam perolehan retribusi daerah.

s Keempat, kelompok yeng berpendapatan tinggi cenderung memperoleh persentase
bagi hasil pajak (BHP) yang lebih besar.

¢ Kelima, perolehan pencrimaan deri sumber-sumber non-pajak tidak berkaitan
dengan kelompok tingkat pendapatan.

Tabel 5. Kemposisi Fiskal Pemerinteh Kabupaten/Kola Tahun 2003 (Sebagai Perseniase terhadap
Penerimaan Tolal Setiap Kelompok*)

Kelompok Wilayah (%)

Komposis! Fiskal Nisa
. Sumatra  Jawa  Ball Kallmantan  Sulawesl Tenggara Malulm  Papus
Pafak Daerah 22 35 1.7 12 1.7 1.3 0.5 0B
- Pajak Hotel dan Restoran 0.5 08 53 0.2 0.3 0.3 0.1 0.3
- Pajak Penerangan Jalan 12 20 0.8 0.6 08 03 02 0.1
Retrlbusl Daerah 1.8 37 2.9 1.3 2.1 1.6 0.9 0.6
Bagl Hasll Pajak 9.1 9.7 9.4 88 62 52 5. 106
Bagl Hasll Bukan PaJak 14.0 0.9 0.0 287 0.7 2.1 1.5 59
Dana AlokasI Umnum 54.4 664 510 430 75.0 74.0 728 729

*) Kelompok dibuat berdasarkan pulau besar
Sumber: Hasil Perhitungan Penulis deri Data Departemen Keuangan, 2004

Selanjutnya, dilakukan pengelompokan Kabupaten/Kota ke dalam delapan wilayah untuk
melihat keberagaman penerimaan deerah. Kedelapan kelompok wilayah tersebut adalah
Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papuaz.
Komposisi penerimaen sama seperti dalam Tabel 4. Hasilnya ditunjukkan delam Tabel 5.

¢ Pertama, Bali menunjukkan persentase pajak deerah terhadap penerimaan total
dacreh (PPDS} yang dominan tinggi (7,7%), dimana pajak hotel dan restoran

2 120 Kabupaten/Kota yang lermasuk delam 10 Provinsi dikelompokkan ke dalam Sumatra, Provinsi
tersebut adalah: Prov, Nanggroe Aceh Darussalam, Prov. Sumatra Utara, Prov. Sumalra Barat, Prov. Riau,
Prov. Rinu Kepulauen, Prov. Jambi, Prov. Sumatra Selatan, Prov. Bangka Belilung, Prov. Bengkuly, dan
Prov. Lampung. 109 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam 5 Provinsi dikelompokken ke dalam Jawa,
Provinsi tersebut adalah: Prov. Jawa Baray, Prov. Jawa Tengeh, Prov. Yogyakarla, Prov, Jawa Timur, dan
Prov. Banten. 9 Kabupaien/Kola yang lermasuk dalam Prov. Bali dikelompokkan ke dalam Bazli. 50
Kabupalen/Kota yang termasuk dalam 4 Provinsi dikelompokkan ke dalam Kalimantan, Provinsi tersebut
adalah: Prov. Kalimantan Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Prov. Kalimanian Sclatan, dan Prov.
Kalimantan Timur, 57 Kabupaten/Kota yang termasuk delam 5 Provinsi dikelompokkan ke dalam
Sulawesi, Provinsi tersebut adalah: Prov. Sulawesi Ulara, Prov. Sulawesi Tengah, Prov. Sulawesi Selatan,
Prov. Sulawesi Tenggara, dan Prov. Gorontalo. 24 Kabupalen/Kola yang lermasuk dalam 2 Provinsi
dikelompokkan ke dalam Musa Tenggera, Provinsi tersebut adalzh: Prov. Nusa Tenggara Barat dan Prov,
Nusa Tenggara Timur. 13 Kabupalen/Kota yang termasuk dalam 2 Provinsi dikelompokkon ke dalam
Muluku, Provinsi tersebut adalah: Prov. Maluku den Prov. Maluku Utara. 28 Kabupaten/Kota yang

termasuk dalam 2 Provinsi dikelompokkan dalamn Papua, Provinsi tersebut adalah: Prov, Papua dan Pryv.
Popun Bomt
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memiliki peranan yang besar. Semua kelompok wilayah kecuali Bali nilainya
kurang dari 5%.

¢ Kedua, tidak ada perbedesn yang cukup besar diantara kelompok wilayah dalam
penerimaan retribusi daerah dan bagi hasi! pajak (BHP).

® Ketiga, Kalimantan (28,7%) den Sumatra (14,0%) menunjukkan tingginya
persentase  begi hasil bukan pajak (BHSDA) terhadap PPDS. Sedangkan
persentase yang tidak signifiken terdapat di Bali (0,0%), Sulawesi (0,7%, dan
Jawa (0,9%).

s Ketergantungan terhadap DAL untuk daerah-dacrah di Jawa (66,4%) lebih besar
daripada wilayah yang termasuk ke dalam kelompok Bali yang mencapai 57,0%,
Sumatra (54,4%), dan Kalimantan (43,0%).

II1. REFORMASI MORBILISASI PENERIMAAN DAERAH

Bagien ini membahas usulan perbaikan sistem keuangan Pusat den Daerah lewat bagi hasil
PPN. Analisis yang akan diberikan dalem bagian ini den berikutnya fokus kepada
bagaimana dampak keuangan yang akan terjadi kepada Daerah dan Pusat. Analisis ini
tidak melihat besar atau kecilnya kemungkinan penerapannya berdasarken situasi dan
kondisi obyektif yang ada saat ini di Indonesia. Dengan kata lain, ini merupakan “uji coba
akademik” (academic exercise).

Ada tiga perspektif yang dipakai sebagai landasan dalam pembahasan usulan ini, yaitu: {1)
meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan; (2) memperbaiki sistem pajak dacrah
dengan menghapuskan (lebih javh} berbagai pungutan yang tidak sesuaj dengan UU No,
34/2000; dan (3) memperkusat koordinasi penerimaan pajak-pajak Pusat dan Dacrah,
dengan menerapkan bagi hasil PPN.

Pertama, memperbesar penerimaan pajak di tingkat makro secara signifikan merupakan
strategi awal yang herus dipilih/diprioritasken. Rasio pencrimaen pajak terhadap PDB
(Tax Ratio) Indonesia selama lima tahun terakhir ini hanya berkisar 13-14%. Lebih rendah
dibanding umumnya negara-negara tetangga ASEAN yang sudzh mencepai rata-rata 18%.
Sehingga, prioritas reformasi perpajakan seyopyanya membceriken perhatian pada
peningkatan rasio perpajakan secara signifiken. Dengan penerimaan negara yang lebih
besar, maka penerimaean bagi Pemenintah Daerah pun aken menjadi lebih banyak. Sudah
menjadi hal yang umum di dunia bahwa untuk mobilisasi penerimaan pajak yang cfektif
dan efisien, maka pajek-pajak yang potensial dikelola oleh Pernerintah Pusat.

Kedua, menghapuskan berbagai pungutan (pajek dan retribusi) daerah yang tidak sesuai
dengan UU No. 34/2000. Sudah menjadi pengetahuan umum seat ini bahwa banyak
pungutan yang diterapkan daerah dalam rangka memperkuat PADnya justru sering
menyumbang pada ekonomi biaya tinggi, dan pada gilirannya distorlif dan melemahkan
daya saing pereckonomian Indonesia. Upaya yang lchih tegas dan tanpa makan wakiu
banyak perlu dilakukan untuk ini.

UU No. 34/2000 menelapkan 11 (sebelas) jenis pajak daerah. Pejak di tingkat Provinsi
terdiri deri: (1) pajak kendaraan bermotor dan kendarean di atas air, (3} bea balik nama
kendaraen bermotor dan kendaraan di etas air, {3) pajak bahan baker kendaraan bermotor,
dan (4) pajak pengambilan dan pemenfeatan air bawsah tanah dan air permukaan. Pajak di
lingkat Kabupaten/Kota terdiri atas: (5) pajak hotel, (6} pajak restoran, (7} pajak hiburan,
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(B) pajak reklame, (9) pajek pemerangen jalen, (10} pajak pengambilan bahan gelien
golongen C, dan (11) pejak parkir. Pemerinteah Daersh juga dapat merancang,
mengidentifikasi dan memberlakukan tambahan pajek dan retribusi daerahnys sendiri.

UU No. 34/2000 menetapkean kriteria-kriteria pejak daerah yang “baik”, yaitu sebagai
berikut:

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;

b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah yang bersangkutan dan
mempunyai mobililas yang cukup rendeh serta henya melayani masyarakat di
wilayah daerah yang bersangkutan;

Objek dan daser pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

a o

Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/alau objek pajak Pusat;
Potensinya memadei;
Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan

5 @ own

Menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria-kriteria tersebut di atas berfungsi untuk membuat keputusen dalam
mengimplementasikan tambahan pajak deerah. Namun, terdapat indikesi yang kuat bahwa
interpretasi dari knteria-kriteria tersebut dalam praktiknya belum dilakukan secera tepal.
Akibatnya, banyak pajek baru yang tidak sesuai kriteria ditetapkan pada tingkat daerah.

Jadi, pajak-pajak daerah apa saja yang sesuei untuk Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kote)
di Indonesia? Pajak Bumi dan Bangunan (PBB} den pajak yang berkaitan dengan
kendarsan sangat layak untuk memperbesar penerimaan pajak deerah. Kewenangan
terhedap penetapan tarif dan pengelolaan (PBB) dan bea peralihan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB), hendaknya diberikan kepada Pemerintah Daersh. Dewasa ini,
pemungutan pajak-pajak tersebut dilakukan lewat kerjasama dengan kantor wilayah pajak
pusat. Jika PBB dan BPHTB ftidak dimungkinkan untuk menjadi pajek daerah, make
kerjasama adrninistratif yang jauh lebih baik dibutuhkan dalam praktik pengelolaennya.

Beberape pajak komoditas dan pajak perijinen dapat didistribusikan kepada Pemerintah
Daerah. Namun, pajak komoditas saat ini, misalnya pajek hotel, pajek restoran, dan pajak
penerangan jalan yang relatif sangat potensial dalem anggaran daerah, tampaknya
mengikis basis pajak Pusat (PPN). Jika pajak-pajak tersebut sulit untuk dihapuskan, maka
mereka harus diletekkan sebagai pajak yang dipungut di atas (or fop) pajak Pusat. Sebab,
pada prinsipnya, adanys pajak dzerah tidak boleh mengganggu polensi pajek pusat.

Berdasarkan eveluasi pelaksanaan UU No 34 sclama ini, nampaknya amat sulit untuk
menemukan jenis pajak daerah yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Peningkatan
penerimaan daerah dari berbagai pungutan baru yang diterapkannya menjedi kurang
bemilei dibandingkan distorsi yang diakibatkan oleh sebagian pajak-atau retribusi itu.

Mengingat kondisi kapasitas penerimaan Daerah yang ada dewasa ini, maka nampaknya
upaya perbaikan tidak bisa semate dengan mencari sumber-sumber pajak baru. Apalagi
kalau scbagian pajak baru tersebut temyata henya akan mengganggu iklim perekonomian.
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Langkah berikut diyakini aken memberiken perbaikan yang cukup signifiken kepada
penerimaan Daerah sembil mendukung pertumbuhan ekonomi makro.

Ketiga, memperkuat koordinasi penerimaan Pusat dan Daersh dengan melakuken
sinkronisasi pajak-pajak Pemerintah Pusal dan Daerah. Dalam konteks ini terbuka
kemungkinan dimana Daerah boleh memungut pajak ates pajak-pajek yeng sudah menjadi
pajak Pusat (pipgybacked). Pajek-pajek yang mungkin unluk itu misalnya: PPN, PPh
omang pribadi, PPh badan, PBB, dan penenmaan SDA seperti toyalti dan ijin perhutanan
dan sewa dan royalti tanah pertambangan.

Dari semua altermatif itu, barangkali yang paling penting adelah PPN. Ada beberapa
kelebihan PPN untuk menjadi sumber penerirnaen Pusat dan Daerah. Beberapa kelebihan
tersebut adalah:

(1} PPN jika dikelola secara efisien dan efektif menjamin penerimaan yang memadai
bagi Pusat dan Daersh. Menilik kondisi Indonesia dewasa ini dimana kebuiuhan
dene untuk pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) sangat
mendesak, make menjamin sumber penerimaan yang cukup dan stabil bagi
pemeriniah (Daerah) harus menjadi priorites utams;

(2) PPN merupakan pajek yang efisien den berkeadilan secara ckonomi; dan

(3) Secare administratif efisien karena dikelola terpusat.

Namun demikian, perlu dilakukan kajian mendalam tentang bagaimana bagi hasil PPN
antara Pusal dengan Daersh ini bisa dilakukan sebaik mungkin. Secars teorelis, ada
beberapa manfaat deri dilekukannya bagi hasil PPN dengan Pemeriniah Daerah. Pertama,
PPN eadalah pajak yang lumbuh terus {growth tax) seiring pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan penerimaan PPN secara keseluruhan memberiken penerimean yang lebih
banyak bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua, Pemerintah Daersh akan mendapat
insentif menarik dalam mobilisasi penerimaannya. Sebab, boleh dibilang besarnya
penerimaan PPN sualu wilaysh menggambarkan intensitas kegiaten ekonomi dserah.
Maka, Daerah akan cenderung berkomitmen tinggi untuk pertumbuhan ekonominya,
sehingge ekan meningkatken basis pajek. Ketiga, dispanilas antar daerah dari bagi hasil
PPN juga akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan bagi hasil pajak penghasilan (PPh)
orang pribadi.

Secara ringkas, usulen perbaikan yang disjukan dalam tulisen ini adelah dengan
melakukan sinkronisasi pembisyaan daersh dengan total- pembiayean negara lewat: (1)
Memperbaild sislern perpajakan daerah, terutama dengan menghapuskan pajak-pajek yang
distortif dan pajak-pajek yang sudeh menjadi sumber potensial selama ini, yaitu: pajak
hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jelan; dan (2) membagihasilkan PPN antara
Pemerintah Pusat dengan Daerah.

Karena keterbatasan lingkup studi, isu-isu mengenai skema transfer keuangan antara
Pemerintah Pusat den daerah tidak eken dibahas di simi. Namun demikian perlu
disampaikan bahwa bersamaan dengan penerapan usulan ini perlu juga dilekuken
perbaikan Dana Perimbangan (DAU, BHSDA, DAK) unluk menjamin kecukupan dan
stabilitas penerimaan Daerah, adanya distribusi yang lebih merata, dan mendukung
pengembangan perekonomian daerah.
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IV. SIMULASI DAMPAK BAGI] HASIL PPN’

Bagian ini berisi tentang simulasi yang dilakukan untuk melihat mobilisasi penerimaan
Pemerinteh Kabupalen/Kota berdasarken perubzhan yeng diusulkan. Saat ini, Daersh
henya mampu membiayai kurang dari 10% total anggarannya dari penerimaan daersh
sendiri. Simulasi ini juga bertujuan untuk memperlihatken kasus dimana penerapan bagi
hasil PPN akan memampukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menaikkan rasio tersebut
hingga 40%!

Dalam simulasi ini, seperti sudah dibahaes sebelumnya, ada dua hel krusial yang dilakukan.
Pertama, menghepus pajak-pajak yang “mengganggu” potcnSI atau basis pajak PPN,
yakni: pajak hotel dan restoran dan pajak pencrangan jalan®. Kedua, memperkenalkan bagi
hasil PPN, dimana bagi hasil dlbcnkan kepada Daecrah berdasarkan pada lingkat
pendapatan (PDRB) dan jumleh penduduk®,

Disini dissumsikan bahwa tidek ada perubehen kelembagaan lainnya selain dua hal yang
sudah disebut di atas. Sehingga, dalam hal DAU, distribusinya memperhitungkan alokasi
minimum (perhitungan /ump-sump dan persentase gaji), dan kondisi hold harmless dengan
cera yang sama dengan perhitungan DAU tahun 2003, ditambah dana penyeimbang.

Besamya perubahan penerimaan akibat penerapan usulen ini dikaji secara menyeluruh.
Akan dilihat perubahan besaran penerimean Pemerintah Pusat dan Daerah sesudah
dilakuken bagi hasil. Penerimaan Pemerintah Pusat yang “baru” terdiri atas: penerimaan
delam negeri netto ditambeh kenaikan penerimaan akibat perubahan (yakni penerimaan
pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan yang dipungut sebagai PPN),
dikurangi bagi hasil PPN yang ditransfer ke Daerah. Sementara penerimaan Daerah yang
“baru” terdiri dan: penerimean pajak daerah yang berasal deri daerah sendiri {PPDS})
ditembah dengan bagian Daerah dari begi hasil PPN, dikurengi dengan penerimaan pajak
hotel, pajak restoran den pajak penerangan jalan.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota disalukan menjadi Pemerintah
Daerah. Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase penerimazn pajek daerah yang
berasal dari daerah sendiri terhadap total penerimaan daerah (PPDS/TREV). Ini dilakukan

? Berikut ini adalah dua jenis data yang digunakan dalam studi pada bagizn ini. Yakni [Data-1] kalkulasi
DAU (ahun 2002: Keppres lahun 2002 wnlong DAU (Kabupalen/Kota) dan Keppres di tingkat Provinsi
tabun 2002 tentang DAU, dan [Data-2] data pajak daerah yang lebih rinci: perhitungan APBD 2001 baru
{Kabupaten/Kola dan Provinsi). Dengan adanya 46 observasi yang hilang (dari 336) untuk Kabupaten/Kota
dan 4 observasi {dari 336) untuk Provinsi si [Data-2], make Icbih dipnoritaskan m:nggunaka.n [Data-1] dan
penggunzan [Data-2] yang lebih terbatas untuk menghitung komposisi penerimaan pojak asli dasrah
{PPDS) di Tabel 2. Data penerimaan pajak daemah yang lebih u:rpennm seperti pajak hatel dan restoran,
dan pajak penerangan jalanj juga dapat diperoteh dari {Data-2].

* Dalam simulasi ini penerimaan pajak hotel, pajek restoran, dan pajak penerangan jalan di DKI Jakania,
juga dihapus.
? Penggunaan data kensurmsi lebih diperlukan untuk mengalokasikan dana PPN kepada Pemerintzh Datrah,
Karenn data konsumsi tidak tersedia, digunakan data PDRB dan informasi jumlah penduduk sebagai indeks
distribusi uniuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota. {1) Besaran PDRB Pemerintah Kabupaten/Kota
terhadap 1wtal PDB nastonal. (2) Besaran jumilah penduduk Kabupaten/Kowa terhadap total penduduk
nasicnal, dan (3) rata-rata dari (1} dan (2}. Dengan membedakan ketiga indeks terscbut, digunakan indeks
yang ketiga agar lebih mendekatkan pada tingkal konsumsi dacrah yang aktual. Dalam pendistribusian bagi
hasil PPN, dihitung total penduduk nasional dan PDB dengan menambah Pemerintah Kabupaten/Kols dan
DKI (Provinsi). Sehingga, bagi hasil PPN juga diasumsikan depat didistribusikan kepada DKI dalam rerata
tertimbang dari besaran penduduk dan pendapatanmya (PDRB) terhadap nasional (hal yang sama juga
dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota).



Bagi Hasil Pajak Pertambahan Nilai: 59
Sebuah Allematif Penguatan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi

untuk melihat bagaimana peningkatan kemampuan mobilisasi penerimaan Pemerintah
Dagrah.

Tebel 6. Dampak Makro dari Pencrapan Bagi Hasil PPN

Tingkat Pernbaban P';po:’r::;':?ﬂ::“ Propors{ PPDS terbadap
FPenerlmaan Total (%4) em o Penerimaan Total (%}
{Tingkat Bagl Hasll _dun Daerah (%) Soia . Scodah
Dana PPN (%)) Pemerintah  Pemerintsh  Pemeriotah  Pemerlntah Sebeelu:t;fa-gl Bl?iuﬂ:sll
Pusat Daerah Pusat Daerab Hasil PPN PPN
Penerimam Scbelum
Bagi Hasil PPN 343.20 15335
(Rp. Triliun)
0 0.62 -1.36 69.12 3088 2225 20.89
10 -1.64 1.60 6757 324} 2225 25.85
20 -3.90 8.55 66.02 3358 2225 3081
30 -6.16 1351 64.47 35.53 22.25 s
40 842 1847 62.92 37.08 2225 40,72
50 ' «10.68 2343 61.36 3864 2225 45.68

Catatan: Tingkat pertumbuhan PPN (alpha)=0
Sumber: Hasil Perhitungan Penulis dari Data Depariemen Keuangan, 2005

Tabel 6 menunjukken dampak penerapan Bagi Hasil PPN antara Pemerintah Pusat dan
Daerah. Dalam simulasi ini, berbagai eltemnatif perubehen yang tegadi (z: 0%-50%),
dimana: z = 0% berarti menghapuskan pajak holel dan restoran dan pajak penerangan jalan
tetapi penerimean PPN tidak ditransfer kepada Pemerintah Daerah. z = 50% berarti
menghapuskan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan, dimana 50% deri
penerimaan PPN ditransfer kepada Pemerintah Daerah, dan seterusnya. Tabel § tersebut
memperlihetken bahwa: .

o Semsekin tinggi tingkat bagi hasil (z), maka semakin banyak pencrimaen yang
akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Sebaliknya yang terjadi untuk Pemerintah
Pusat.

s  Kenaiken tingkat bagi hasil (z) akan meningkatkan porsi penerimaan Daerah
(Provinsi dan Kabupaten/Kota) terhadap keseluruhan penerimaan Negare dari
30,88% menjadi 38.64%.

»  Persentase penerimaan PPDS terhadap total penenimaan daerah (PPDS/TREV)
Pemerintah Daerah adalah ewalnya sebesar 22.25%. Kemudian naik menjadi
25.85% pada tingkat bagi hasil 10% (z=0.1), menjadi 35.77% pada lingkal bagi
hasil 30% (z=0.3), dan naik lagi menjadi 45.68% pada tingkat bagi hasil 50%
{z=0.5).

Dalam skema berikut nampaknys Pemerintah Pusat menjadi pihek yang “dirugikan.”
Namun, aken ditunjukkan behwa penerapan bagi hasil PPN dapat menguntungken baik
Pusat maupun Daerah. Ini berlandaskan asumsi bahwa pengelolaan PPN yang efisicn oleh
Pusal tenpa distorsi dari pajak-pajak Daerah dan, bahkan, didukung secara anulusias oleh
Daerah, akan menyebabkan basis PPN tumbuh dengan pesal.

Tabel 7 menunjukkan hasil dari dempak makro dengan ssumsi terjadinya pertumbuhan
penerimaan PPN (tingkat pertumbuhan ditunjukkan dengan alpha (o). Simulasi disini
adalah dengan asumsi tingkat bagi hasil PPN antara Pemerintah Pusat dan Daerah (z)
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sebesar 0.3 (yakni 30% dari penerimaan PPN ditransfer kepada Daerah). Dalam Tabel 8
ditunjukkan hasil dimana tingkat bagi hasil (z) diasumsikan sebesar 0.5 (yalau 50% dan
penerimaan PPN ditransfer untuk Pemerinteh Daerah). Jika tingket bagi hasil z adalah 0.5,
maka keneikan penerimman Pemerinteh Pusat lidak dapat diharapkan hingga alpha
mencapai 1. Namun, jika tingket bagi hasi} adalah 0.3, dapat diharapkan adanya kenaikan
penerimazn Pemerintah Pusat setelah alphe same dengan 0.4 (yakni pertumbuhen
penerimaan PPN = 40%).

Tabel 7. Peningkatan Penerimaan PPN {dengan Peningkatan Efisiensi) dan Dampak Makronya

Tingkat Perubahan Fropony’ Penerimain Proporsl PPDS terbadap
Tingkat Penerlmaan Total (%) cmerintah Foia Penerimann Total (%)
Pertumbuhan dan Daerah (%)
PPN (dPPN/PPN)  Pemerintah  Pemerlotah  Pemeriniah Pemerintah Sest:el?:::t;!z: | Sesudah Bagl
(alpha) Pusal Daerah Pusat Daersh el PPN‘ Hasl| PPN
0 -5.54 13.51 64.62 35.18 2225 35.77
10 -1.96 15.00 64.70 35.30 2235 3125
20 2.37 16.49 64.78 3522 2225 3874
10 07 17.98 64.86 35.14 2225 4022
50 079 19.46 6493 35.07 2225 72
50 237 2095 64.62 35.38 2225 4320

Catatan: Asumsiz=0,3
Sumber: Hasil Perhitungan Penulis dan Data Depariemen Keuangan, 2004

Dapat dilihat juga bahwa bagi hesil PPN ini berkontribusi pada perbaikan porsi
penerimaan pajek daerah yeng berasal deri deerah sendiri terhadep total penerimaen
deerah (PPDS/TREV). Jika tingkal bagi hasil PPN (z) sebesar 0.5, maka persentase
PPDS/TREV akan meningkat dard 22.25% (awal) menjadi 48,16% {(jika tingkat
pertumbuhan penerimaan PPN sebesar 10%), menjadi 53,12% (jika tingkat pertumbuhan
penerimaan PPN sebesar 30%), dan menjadi 58,08% (jika tingkat pertumbuhan
penerimaan PPN sebesar 50%). Dan seterusnya.

Tahel 8.Peningkatan Penerimaan dalam PPN (dengan Peningkatan Efisiensi) dan Dampak Makronya

Tlogkat Perubahan e Ty Proporsi FPDS terhadap
Pemerintah Pusac
Tingkat Penerlmaan Total (%) Penerimasn Total {%)
Pertfumbuhan dan Dacersh (%)
PPN (dPPN/FPN)  Pemerintah Pemerintah  Pemerintah  Pemerlntah sf;:::::?: ;  Sesudah Bagl
(alpha) Pusat Daerah Pusat Daerah & Hasll PPN
Hasll FPN
0 -10.05 2343 61.53 18.47 2225 4568
10 -8.93 2591 6135 3865 2235 48.16
20 -1.80 2839 61.18 izg2 2225 50.64
30 6.67 3o.87 61.02 38.98 2225 5312
a0 -5.54 3335 60.86 39.14 2225° 55.60
50 -4.4| 1582 61.53 318.47 22.25 58.08

Catatan: Asumsi z=0,5
Sumber: Hasil Perhitungan Penulis dari Data Departemen Keuangan, 2004
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V. KESIMPULAN

Peleksanaan desentralisasi di Indonesia {secara drastis) diharapkan dapat menciptakan
pengelolaan fiskal yang efektif dan efisien. Namun, harepan iersebut mesih jauh dari
terlaksana. Pertama, sumber-sumber penerimean yang stabil tidak dipersiapken untuk
Pemerintah Daerah. Studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Kota) dalam potret keuangan Indonesia hanya 22,25% dari total penerimaan
deerahnya yang diperoleh dari penerimaan yang berasal dari daerehnya sendiri (PPDS).
Keinginan daersh untuk meningkatkan pencrimaan daerahnya sendiri secara signifikan
belum terjamin dengan sumber-sumber penerimaan yang ada. Konsekuensinya, Daerah
sangat tergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat.

Kedua, beberapa pajak daersh memiliki kecenderungan untuk mengikis potensi pajek-
pajak nesional di Indonesia. Pajak hotel dan restoran dan pajak pencrangan jalan saat ini,
yang yang berkontribusi sekitar 12% dari total penerimean pajak dacrah sendiri (PPDS) di
Pemerintah Kabupaten/Kota, diberlakukan seperti layaknya PPN. Hal ini tidak henya
menyebabkan hilangnya penenmaan Pemerintah Pusat tetapi juga mengakibatkan
inefisiensi pemungutan pajek secara nasional.

Makalah ini mengusulkan reformasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas mobilisasi
penerimaan untuk Pemerintah Daerah {dan Pusat). Pemikian yang mungkin saat ini
dienggap “radikal” diajukan disini, yakni sinkronisasi pajak-pajak daerah dan nasional,
lewat (1) penghspusan beberapa pajak daerah (pejek hotel dan restoran dan pajek
penerangan jalan) yang terbukti “mengganggu” basis pajak Pusat dan scbagai
kompensasinya (2) melakukan bagi hesil PPN antara Pemerintah Pusat den Daerah.

Simulasi bagi hasil PPN menunjukkan bahwa penggunaan bagi hasil PPN antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan membawa peningkatan penerimaen yang
substansial bagi Pemerintah Daerah &i Indonesia. Bagi hasil sebesar 30% dari penerimaen
PPN memungkinkan Pemeriniah Daereh untuk meningkatkan persentase penerimzan
pajak daerahnya sendiri terhadap total penerimaan deerah dari 22,5% menjadi 35,77%.

Ditunjukkan dalam makaleh ini bahwa penerapan bagi hasil tidak selalu menghasilkan
zerg-sum game entara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pilihan yang tepat alas penerimaan
pajak daerah sendiri (PPDS) memungkinkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
memperoleh hasil yang positif. Penggunaan bagi hasil PPN diyakini akan meningkatkan
komitmen baik Pusat maupun Daereh untuk memndorong laju perckonomiannys, yang
akan berakibat pada peningkatan potensi penerimaan keuangan. Altematif usulan dengan
asumsi tingkat bagi hasil sebesar 30% dan pertumbuhan total PPN sebesar 40%
menyeimbangkan perubahan penerimaan dana alokasi umum (DAU) dari pusat. Semakin
berkembangnya penerimasn dari PPN akan menawarkan lebih banyak penerimaan bagi
Pemeriniah Pusat. Sehingga, komitmen pada pertumbuhan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Deerah menimbulkan kesempatan bagi Pemeriniah Puset den Pemerintah
Daerah untuk bersama-sama mendapat man(aat.
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